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PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 201()

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 201O

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

2

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor
12 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanla Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Utara Tahun Anggaran 2010.

1 . Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lrngkungan Daerah propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia. Tahun 1g97 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negari
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan
Propinsr Daerah lstimewa Aceh;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
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8. Undang - Undang ...,.



B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4400);

10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
'12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200g Nomoi
59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesja Nomor 4g44);

12, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembarin NegarJ Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor i1 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4633);

14. undang-Undang Nomor 28 Tahun 200g tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia t-atrun 200g Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan wakir Kepara Daerah (Lembaran Ne-gara Repubrik Indonisia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor
4028);

16, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200.1 Nomor l1B,'Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4138);

lT Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentano Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139),

lS Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokorer dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan penrvakilai Rat<yat Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesra Tahun 2004 Nomor 90, Tambalan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana terah tiga kari diubah, ter;khir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2i Tahun 2007 ten"tang perubahan Ketigi
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler
dan .Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan penrvikilan Rakyat Daerah
(Lembaran. Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4712);

19, Peraturan Pemerintah ,



19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);

20, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentanq Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Taiun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503),

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4574),

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambaian
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor-65
tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Ne-gara Republik
lndonesia Nomor 5155);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005-Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577);

25, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Taiun i0OS Nomo, 1ib,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan
Penerapan_ standar Perayanan Minimar (Lembaran Negara Repubfik rndonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara R-epublik lndonesia Nomor
4585);

27. Peraluran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negaia
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan'Lemnaran ttelari
Republik lndonesia Nomor 4593);

28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang peraporan Keuangan dan
Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Replbrik rndonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

29 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyerenggaraan
Pemerintah Daerah kepada pemerinlah, Laporan pirtanggung jawaban-kepala
Daerah kepada Dewan penryakilan Rakyat Oa6iah 

- 
Oan Inforrirasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada'Masyarakat (Lembaran N.d;
Republik lndonesia Tahun- 2-007 Nomor j9, Tam'bahan iembaran Neiara
Republik lndonesia Nomor 4693);

30. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana te'iah diubah ueuerapi iiti
terakhir dengan Peraturan presiden Repubiik rndonesia Nomor 95 tanun z00z
tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan presiden Nomor g0 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah 

;

3'l . Peraturan Menteri ......



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,

32. Peraturan L4enteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah Tahun Anggaran 2010;

33. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENJABAR,AN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN
ANGGARAN 201()

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah
Rp 932.59'1 .919.000,00 bertambah sejumlah Rp. 6.065.570,809,00 sehingga menjadi
Rp. 938.657.489.809,00 dengan rincian sebagai berikut :

1, Pendapatan Daerah
a. Semula
b. Bertambahi(berkurang)

2. Belanja Daerah

a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja setelah perubahan

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan

3, Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

676.031 ,919.000,00
188 556.085,648,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 864.588.004.648,00

Rp.

Rp,

Rp. 932.591,91 9.000,00
Rp. 6.065,570.809 ,00

Rp. 938.657.489 809,00

Rp. (74 069.485161,00)

Rp. 256.560.000.000,00
R 40.509.485.161 00

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 297.069.485.161,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

Pasal 2

34. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2010;

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 0,00
2l Bertambah /(berkurang) Ro. 3,000.000.000.00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp, 3.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Ro. 294.069.485.161.00

Ro. 220.000,000,000,00



Pasal 2

Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini,

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati Aceh Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Utara dengan
penempatannya dalam Berita Daerah,

Ditetapkandi Lhokseumawe
pada tangg al 23 November 201 0[/

16 Dzulhijjah 1431 H
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Diundangkan di Lhokseumawe
pada tangg al 23 November 2010 M

16 Dzulhijjah 1431 H
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BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2O1O NOI/OR 16


